





I Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu ), dan

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

I Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana
pemilihan; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) kepada penasehat.
¢ Ketua Koordinator:
'-;,"_v_ e I.  Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum
b Terpadu (Gakkufndu);
. 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam
rangka penanganan pelangaran tindak pidana pemilihan;
r <

Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam

Peraturan Bawaslu fentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):;
dan

4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada
Pembina.

. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam
rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan; dan

el 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam

o - Peraturan Bawaslu tentang Sentra Pencgakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). ~ °
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gakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana
 dim pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas selama penyelenggaran
r—p-n Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati Tahun 2024

- Tingkat Kabupaten Manggarai
~ Masa kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu terhitung sejak Tanggal 1 Jumi 2024

 sampai dengan berakhimya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manggarai
: m biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
da POK PILKADA Bawaslu Kabupaten Manggarai

usan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahap
ihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
cetentuan apabila terdapat perubahan Pengaturan dikemudian hari akan
U :, perbaikan 'sebagaimzma mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
: 1 Oktober 2024




LAMPIRAN I :

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
airl; TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI

TABEL 1.1 STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KAB. MANGGARAI

NO | NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM

KETUA BAWASLU PENASIHAT

KAB.MANGGARAI

KOORDINATOR DIVISI

SDM, INFORMASI DAN

DATA

2 | FAUZI, SHMH KEPALA KEJAKSAAN PENASIHAT
NEGERI MANGGARAI

3 AKBP EDWIN SALEH, SI1.K,M,H KAPOLRES MANGGARAI PENASIHAT

NRP.78051229
4 MARSELINA LORENSIA,A.Md KOORDINATOR DIVISI PEMBINA
HUKUM, PENANGANAN

PELANGGARAN DAN
PENYELESAIAN
SENGKETA BAWASLU
KABUPATEN MANGGARAI

1 FORTUNATUS H.MANAH, S.PD

5 I WAYAN YUDA SATRIA S.H KEPALA SEKSI TINDAK PEMBINA
PIDANA UMUM

6 IPTU ROBBYANLI DEWA PUTA, S.TrK | KASAT RESKRIM POLRES PEMBINA
MANGGARAI

KOORDINATOR DIVISI KORDINATOR
HUKUM,
PENCEGAHAN,PERMAS
DAN HUMAS BAWASLU
KAB.MANGGARAI

7 YOHANES MANASYE,S.PD

8 I WAYAN YUDA SATRIA S.H KEPALA SEKSI TINDAK KORDINATOR

PIDANA UMUM

KASAT RESKRIM POLRES KORDINATOR

9 IPTU ROBBYANLI DEWA PUTA, S.Tr.K
MANGGARAI

[0 [RIKO BUDIMAN, S.H, MH KEPALA CABANG ANGGOTA
KEJAKSAAN NEGERI

MANGGARAI DI REO

11 | ZAENAL ABIDIN S, SH KEPALA SEKSI INTELIJEN ANGGOTA
KEJAKSAAN NEGERI
MANGGARAI

[ 12 WILIBRODUS HARUM, SH Pj. KEPALA SEKSI ANGGOTA
e | PENGEELOLAAN BARANG
BUKTI DAN BARANG
RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI
MANGGARAI

RIDUS M.PAGU, SIPMH | KBO RESKRIM POLRES ANGGOTA
MANGGARAI
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